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Kata Kunci: ABSTRAK
Kewenangan, putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam
pengadilan, tun, konstitusi mengawasi dan menilai keabsahan keputusan-keputusan yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kewenangan
Keywords: yang dimiliki PTUN menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang
Authority, decision, court, melibatkan hak-hak publik, di mana keputusan tata usaha negara
state administration, berpotensi mempengaruhi kehidupan banyak orang. Penelitian ini
constitution bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama dalam memutus perkara

Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT. Hasil dari penelitian ini menunjukan

bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan atau
membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau merugikan pihak
tertentu secara tidak adil. Pada perkara nomor 604/G/2023/PTUN JKT, majelis hakim memutuskan bahwa
keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dibatalkan karena terdapat bukti
bahwa keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak
penggugat secara tidak adil.
ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) has an important role in overseeing and assessing the validity of
decisions issued by state administrative bodies or officials. The authority possessed by the PTUN is crucial
especially in cases involving public rights, where state administrative decisions have the potential to affect
the lives of many people. This research aims to analyze the authority possessed by the State
Administrative Court, especially in deciding case No. 604/g/2023/ptun. 604/G/2023/PTUN JKT. The results
of this study show that the State Administrative Court has the authority to cancel or justify a state
administrative decision that is proven to violate the law or unfairly harm certain parties. In case number
604/G/2023/PTUN JKT, the panel of judges decided that the decision challenged by the plaintiff met the
requirements to be annulled because there was evidence that the decision was taken without regard to
legal procedures or had unfairly violated the plaintiff's rights.

Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam mengawasi dan
menilai keabsahan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, PTUN bertindak sebagai
lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili,
dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.(Ptun et al.,
2024) Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan ini tidak hanya mencerminkan kontrol
yudisial terhadap kebijakan administrasi, tetapijuga berfungsi untuk melindungi hak-hak
individu atau entitas yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.(Zulaichah, 2022)
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Kewenangan yang dimiliki PTUN menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan hak-hak publik, di mana keputusan tata usaha negara berpotensi
mempengaruhi kehidupan banyak orang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif
dan hak-hak warga negara. Kompetensi absolut dan kompetensi PTUN menjadi fondasi
utama dalam memahami peran pengadilan ini dalam menangani sengketa yang timbul
akibat keputusan tata usaha negara.(Masloman, 2022). Kompetensi absolut PTUN
mengacu pada wewenangnya untuk menangani jenis-jenis perkara tertentu yang masuk
dalam lingkup tata usaha negara, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat tata usaha negara dan bersifat final serta berdampak hukum.(Jaelani, 2017)
Selain kewenangan absolut, kompetensi PTUN juga menjadi aspek yang krusial.
Kompetensi PTUN dibagi menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut menentukan jenis perkara yang dapat ditangani oleh PTUN, yakni
perkara yang melibatkan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret.
Sementara itu, kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi wilayah PTUN, di mana
kasus disidangkan di PTUN yang sesuai dengan lokasi tergugat atau objek
sengketa.(Azzahrawi et al., 2019) Dengan adanya pembagian kompetensi ini, PTUN
dapat menegakkan hukum secara efisien, mencegah konflik yurisdiksi, dan
memudahkan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh kasus
yang menggambarkan penerapan kewenangan PTUN adalah Putusan PTUN Jakarta
Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT. Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang
penggugat, Anwar Usman, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitus, yang merasa
dirugikan oleh suatu keputusan pejabat negara, dan pemerintah sebagai tergugat.
Putusan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PTUN menggunakan
kewenangannya untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum dari suatu keputusan
administrasi negara. Dalam memutuskan perkara ini, PTUN Jakarta mempertimbangkan
berbagai elemen hukum, termasuk asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan.
Putusan ini memberikan cermin atas bagaimana PTUN menegakkan prinsip-prinsip
hukum dalam menghadapi sengketa yang diajukan.

PTUN Jakarta menilai suatu keputusan pejabat negara yang digugat oleh pihak yang
merasa dirugikan. Kasus ini melibatkan evaluasi terhadap apakah keputusan tersebut
diambil secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PTUN, sebagai lembaga yang berwenang memeriksa sengketa administrasi negara,
berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pejabat negara
tidak melanggar hak-hak individu atau badan hukum yang tercantum dalam aturan-
aturan hukum.(Tuela et al., 2018). Kewenangan PTUN dalam kasus ini memperlihatkan
pentingnya pengawasan yudisial terhadap keputusan administrasi, terutama ketika
keputusan tersebut menimbulkan dampak signifikan bagi pihak yang merasa dirugikan.
Analisis kewenangan PTUN yang akan dilakukan juga melibatkan pemahaman terhadap
batasan-batasan yang dimiliki oleh pengadilan ini, dimana PTUN hanya dapat memeriksa
aspek-aspek tertentu dari suatu keputusan dan tidak berwenang untuk mengubah
substansi kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena itu,
peran PTUN lebih condong pada pemeriksaan formalitas dan aspek legalitas daripada
memberikan penilaian terhadap kebijakan substantif.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan sebuah
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara, terutama dalam memutus perkara Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT.
Dalam hal ini, studi terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor. 604/G/2023/PTUN JKT bukan
hanya relevan untuk memahami praktik hukum administrasi negara di Indonesia, tetapi
juga menyorotiisu-isu hukum yang lebih luas terkait dengan pembatasan dan tanggung
jawab kekuasaan eksekutif. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi
perkembangan hukum tata usaha negara, terutama dalam upaya untuk memperkuat
perlindungan hukum bagi masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan antara
otoritas pemerintah dan hak-hak warga negara.

Pembahasan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran penting dalam
menjaga supremasi hukum, terutama terkait pengawasan dan evaluasi atas keputusan-
keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat negara. Dalam sistem peradilan tata
usaha negara di Indonesia, kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) merupakan dua elemen yang menentukan cakupan dan batas
yurisdiksi PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara.(Wahyunadi, 2007)
Kedua kompetensi ini mengatur jenis perkara yang dapat ditangani PTUN serta wilayah
yurisdiksi tempat sengketa tersebut diajukan. Peran PTUN sebagai pengadil dalam
sengketa antara masyarakat dan pemerintah sangat bergantung pada pembagian
kompetensiini, karena kompetensi tersebut menandai batas hukum yang harus dipatuhi
dalam mengajukan dan memproses sengketa tata usaha negara.

Kompetensi absolut PTUN mengacu pada lingkup perkara yang secara mutlak berada
di bawah yurisdiksi PTUN dan tidak dapat diadili oleh pengadilan lain. Dalam hal ini,
kompetensi absolut PTUN terbatas pada sengketa yang timbul dari keputusan tata
usaha negara yang memenuhi kriteria tertentu. Keputusan tersebut harus bersifat
konkret, individual, dan final serta memiliki dampak hukum langsung bagi pihak yang
bersangkutan. Artinya, PTUN hanya berwenang mengadili perkara yang melibatkan
keputusan administratif yang telah berdampak langsung dan nyata bagi penggugat,
bukan kebijakan atau keputusan yang bersifat umum dan masih dalam bentuk
perencanaan.(Alifian et al., 2023). Contoh kasus yang masuk dalam kompetensi absolut
PTUN termasuk sengketa terkait perizinan, pemberhentian jabatan, dan hak-hak
administratif yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Dengan adanya
kompetensi absolut ini, PTUN secara tegas menjadi pengadilan khusus untuk mengadili
perkara-perkara tertentu yang sifatnya administratif. PTUN memiliki kewenangan
khusus yang berfungsi sebagai pengontrol dalam memastikan setiap keputusan
administratif yang dibuat oleh pemerintah berada dalam batas hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kewenangan PTUN terbagi dalam beberapa aspek penting yang
memberikan lembaga ini kemampuan untuk menangani berbagai sengketa antara
pemerintah dan warga negara atau badan hukum. Salah satu kewenangan utama PTUN
adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul
akibat keputusan pejabat tata usaha negara.(Jaelani, 2017) Hal tersebut berarti bahwa
PTUN memiliki hak eksklusif untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan
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keputusan administratif yang dianggap merugikan pihak lain. Keputusan-keputusan
yang dapat diperkarakan di PTUN adalah keputusan yang memenuhi syarat sebagai
beschikking, yaitu keputusan yang bersifat individual, konkret, dan final, serta memiliki
akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan tersebut.(Putrijanti Aju, 2015)
Kewenangan ini memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi tindakan
sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara.

Selain itu, PTUN memiliki kewenangan untuk menilai legalitas suatu keputusan
administrasi negara. Ini berarti PTUN berwenang menentukan apakah suatu keputusan
telah dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang,
peraturan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Aspek legalitas ini
sangat penting karena membantu menjaga agar setiap tindakan atau keputusan
pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia.(Tuela
et al., 2018) Dalam hal ini, PTUN menilai apakah keputusan yang diambil sudah melalui
prosedur yang sah, sesuai dengan kewenangan pejabat yang mengeluarkannya, dan
mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.(lhfan, 2024)

Kewenangan PTUN juga mencakup kemampuan untuk membatalkan atau
membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti melanggar hukum atau
merugikan pihak tertentu secara tidak adil.(HR et al., 2018) Jika PTUN menemukan
bahwa suatu keputusan administrasi bertentangan dengan asas legalitas atau keadilan,
maka pengadilan dapat membatalkan keputusan tersebut. Dengan kata lain, PTUN
dapat menganulir atau mengoreksi keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan
ketentuan hukum. Langkah ini bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi pihak yang
dirugikan, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan
administratif pemerintah.(Zulaichah, 2022). Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor
604/G/2023/PTUN JKT, kompetensi absolut PTUN tampak jelas sebagai dasar utama
yang menjadikan pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara tersebut.
Putusan tersebut berisikan gugatan yag dilayangkan oleh Anwar Usman kepada
Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentiannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkara ini, Anwar Usman mengajukan keberatan atas keputusan administratif
yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian
menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap hak-yang dimiliki Anwar Usman.

Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, kemampuan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang terbukti
melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil merupakan salah satu
wujud penting dari pengawasan yudisial atas tindakan pemerintah. Pada Putusan PTUN
Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN JKT, kemampuan tersebut terlihat nyata dan
memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang
merasa dirugikan oleh keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat tata usaha
negara. Kemampuan PTUN untuk membatalkan keputusan tata usaha negara bukan
hanya soal kewenangan teknis, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga
asas legalitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan.(Yanti & Masriyani, 2019)

Putusan 604/G/2023/PTUN JKT menegaskan bahwa PTUN berwenang untuk
membatalkan keputusan tata usaha negara jika keputusan tersebut dianggap
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melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, seperti asas kepastian hukum dan asas
keadilan.(Amalia & Umam, 2021) Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa
keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dibatalkan
karena terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan
prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak penggugat secara tidak adil.
Kemampuan PTUN untuk membatalkan keputusan juga mencerminkan fungsinya
sebagai penyeimbang kekuasaan administratif negara. Dengan adanya kewenangan ini,
PTUN dapat memastikan bahwa setiap keputusan administrasi yang memiliki dampak
besar terhadap hak dan kepentingan individu berada dalam batas hukum yang
berlaku.(MAKSUM, 2020) Dalam Putusan 604/G/2023/PTUN JKT, kemampuan ini
diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, di mana pengadilan
tidak hanya menilai aspek legalitas formal tetapi juga memastikan bahwa keputusan
tersebut tidak merugikan secara tidak adil.

PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memberikan jalan bagi pihak-pihak yang
merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk mendapatkan keadilan. Dalam
kasus ini, PTUN Jakarta menerima gugatan penggugat dan memeriksa apakah
keputusan tersebut dibuat secara sah. Dengan membatalkan keputusan yang dianggap
melanggar hukum, PTUN membuktikan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan
dan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui kemampuan untuk
membatalkan keputusan, PTUN membantu menciptakan preseden hukum yang dapat
memperbaiki tata kelola pemerintahan. Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memberikan
sinyal kepada instansi pemerintahan bahwa setiap keputusan administrasi akan diuji di
pengadilan jika ada indikasi pelanggaran hukum atau ketidakadilan.

Secara keseluruhan, Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memperlihatkan pentingnya
kemampuan PTUN dalam membatalkan keputusan yang melanggar hukum sebagai
bagian dari mekanisme kontrol atas kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kemampuan ini
memastikan bahwa PTUN bukan hanya sekadar forum penyelesaian sengketa
administrasi, tetapi juga merupakan pengawal asas legalitas dan keadilan dalam
administrasi negara.(Pulungan et al.,, 2024) Dengan membatalkan keputusan yang
terbukti tidak sah atau tidak adil, PTUN memberikan perlindungan yang nyata bagi
masyarakat dan menjaga agar setiap keputusan negara senantiasa berada dalam koridor
hukum yang benar.

Hubungan antara kompetensi absolut PTUN dan kasus ini mencerminkan pentingnya
mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah.(Anita
Firdaus, 2016) Dalam putusan ini, PTUN menggunakan kewenangannya untuk
memastikan bahwa keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat negara tidak
melanggar hukum atau merugikan hak-hak individu tanpa dasar hukum yang jelas.
Kompetensi absolut memungkinkan PTUN untuk menjadi pengadil atas tindakan
administrasi yang diduga menyimpang dari asas legalitas, dan ini memberikan rasa aman
bagi masyarakat bahwa tindakan administrasi yang berpotensi merugikan dapat diawasi
dan diuji keabsahannya di PTUN.(Pamungkas, 2020)

Kewenangan PTUN berperan sebagai pelindung hak-hak warga negara dalam konteks
administrasi negara. PTUN memberikan akses bagi masyarakat untuk menggugat
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keputusan yang mereka anggap merugikan atau tidak sah. Hal ini juga memberikan efek
preventif bagi pejabat negara untuk bertindak hati-hati dalam setiap pengambilan
keputusan, karena keputusan tersebut dapat diuji dan dipersoalkan di PTUN. Dengan
demikian, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai forum untuk penyelesaian sengketa,
tetapi juga sebagai institusi yang menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi
dalam administrasi publik. PTUN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga
keseimbangan antara otoritas eksekutif dan hak-hak warga negara, memastikan agar
setiap tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.(Alifian et al.,
2023)

Selain itu, kompetensi relatif yang dimiliki oleh PTUN menentukan di mana suatu
sengketa tata usaha negara harus diajukan. kompetensi relatif berfungsi untuk
mengatur pembagian wilayah atau lokasi yurisdiksi di antara pengadilan tata usaha
negara yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya, sengketa harus diajukan di PTUN yang
meliputi wilayah domisili tergugat atau tempat kedudukan badan tata usaha negara
yang mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan kompetensi relatif, PTUN di berbagai
wilayah Indonesia dapat menangani sengketa administrasi sesuai dengan lokasi atau
wilayah tempat keputusan administrasi tersebut dikeluarkan atau berlaku. Hal ini
bertujuan untuk memudahkan akses ke pengadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
serta untuk menghindari penumpukan perkara di satu PTUN tertentu.(Pamungkas,
2020)

Kompetensi relatif juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap
sengketa dapat diselesaikan oleh PTUN yang relevan dan berkompeten di wilayahnya.
Misalnya, jika suatu keputusan yang disengketakan berasal dari kantor pemerintahan
yang berada di Jakarta, maka sengketa tersebut diajukan di PTUN Jakarta. Ini
memastikan bahwa proses pengadilan lebih efisien dan praktis bagi para pihak yang
berperkara, serta menjaga agar setiap PTUN dapat menangani kasus-kasus yang sesuai
dengan yurisdiksi wilayahnya. Kompetensi relatif dengan demikian bukan hanya soal
pembagian lokasi, tetapi juga tentang efektivitas dan aksesibilitas pengadilan dalam
melayani masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.Pemisahan antara kompetensi
absolut dan kompetensi relatif dalam PTUN bertujuan untuk menciptakan sistem
peradilan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyelesaian sengketa administrasi
secara cepat dan tepat. Kompetensi absolut menentukan lingkup jenis perkara yang
dapat diperiksa PTUN, sehingga memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar
berkaitan dengan tindakan administratif yang diadili di sini. Sementara itu, kompetensi
relatif memastikan bahwa sengketa diselesaikan di pengadilan yang tepat secara
wilayah, sehingga mempermudah proses penyelesaian sengketa bagi semua pihak yang
terkait.(Guntur, 2021)

Kompetensi absolut dan relatif PTUN membentuk dasar bagi sistem pengadilan
administrasi negara yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Kompetensi ini
juga memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan di mana suatu perkara dapat
diajukan ke PTUN, sehingga tercipta keadilan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Dengan pengaturan ini, PTUN dapat menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum
di bidang administrasi negara dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus memberikan
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jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan administrasi yang
merugikan.

Kesimpulan dan Saran

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, PTUN bertindak sebagai lembaga
pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan dan
kompetensi yang dimiliki oleh PTUN. Dalam sistem peradilan tata usaha negara di
Indonesia, kompetensi relatif dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) merupakan dua elemen yang menentukan cakupan dan batas
yurisdiksi PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Kompetensi
absolut PTUN mengacu pada lingkup perkara yang secara mutlak berada di bawah
yurisdiksi PTUN dan tidak dapat diadili oleh pengadilan lain.

Dalam hal ini, kompetensi absolut PTUN terbatas pada sengketa yang timbul dari
keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria tertentu seperti harus bersifat
konkret, individual, dan final serta memiliki dampak hukum langsung bagi pihak yang
bersangkutan. Salah satu kewenangan utama PTUN adalah memeriksa, mengadili, dan
memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat keputusan pejabat tata
usaha negara. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai legalitas suatu keputusan
administrasi negara.Kewenangan PTUN juga mencakup kemampuan untuk
membatalkan atau membenarkan suatu keputusan tata usaha negara yang terbukti
melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Salah satu contohnya
dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN JKT. Dalam perkara ini,
pengadilan memutuskan bahwa keputusan yang digugat oleh penggugat memenuhi
syarat-syarat untuk dibatalkan karena terdapat bukti bahwa keputusan tersebut diambil
tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau telah melanggar hak-hak penggugat
secara tidak adil.

Putusan 604/G/2023/PTUN JKT memperlihatkan pentingnya kemampuan PTUN dalam
membatalkan keputusan yang melanggar hukum sebagai bagian dari mekanisme
kontrol atas kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kemampuan ini memastikan bahwa
PTUN bukan hanya sekadar forum penyelesaian sengketa administrasi, tetapi juga
merupakan pengawal asas legalitas dan keadilan dalam administrasi negara. Hubungan
antara kompetensi absolut PTUN dan kasus ini mencerminkan pentingnya mekanisme
pengawasan yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Selain itu,
kompetensi relatif yang dimiliki oleh PTUN menentukan di mana suatu sengketa tata
usaha negara harus diajukan. Kompetensi relatif berfungsi untuk mengatur pembagian
wilayah atau lokasi yurisdiksi di antara pengadilan tata usaha negara yang ada di seluruh
Indonesia. Pemisahan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam PTUN
bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terstruktur dan berfokus pada
penyelesaian sengketa administrasi secara cepat dan tepat. Kompetensi absolut dan
relatif PTUN membentuk dasar bagi sistem pengadilan administrasi negara yang
transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
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